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ABSTRAK

Prakuk menyimpang pencgakan hukum tidak
hanya terjadi pada masa orde baru. Meski telah reformasi
telah beralan lebih dart 15 (ahun, dan telah dilakukan
penyatuatapan  badan-badan  peradilan  di bawah
Mahkamah Agung tetapt prakik menyimpang masih
banyak terjadi dalam peradilan di Indonesia. Perlu
menggali dan mendapatkan penjelasan tentang bagimana
pola penyimpangan praktik peradilan schbelum  dan
sesudah penyatuatapan peradilan di bawah Mahkamah
Agung, apa [aktor yang menghambat pembaruan
peradilan, dan Bagaimana upaya memperbaiki kinerja
pengadilan?

Perombakan terhadap sistem peradilan  yang
berkembang saat ini adalah merupakan kebutuhan yang
sangat mendesak untuk dilaksanakan, Dunia peradilan di
Indonesia sckarang ini masih memprihatinkan, schingga
diperlukan  usaha-usaha  yang  bertujuan  untuk
mewujudkan perubahan maupun reformasi  sistem
peradilan yang berkembang saat ini. Dalam upaya i
diharapkan adanya peran serta masyarakat secara luas dan
berkesimambungan. Pasalnya, posist masyarakat yang
menjadi penerima layanan dari lembaga peradilan yang
dimaksud. Selan itu, upaya perbaikan terhadap lembaga
i1 juga menuntut kesadaran dari pihak yang terkait dalam
sistem peradilan terutama para penegak hukum yang |
menjadi ujung tombak dalam dunia peradilan.
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ABSTRACT

Deviation in law enforcement does not only occur
during the New Order period. Although the reforms have
been going on for more than 15 years, there has been a
unification of the judicial bodies under the Supreme
Court, but deviant practices still occur in the courts in
Indonesia. need to explore and get an explanation of how
the pattern of irregularities in judicial practices before
and after the unification of the judiciary under the
Supreme Court, what factors are hampering judicial
reform, and How are efforts to improve the performance
of the court?

The overhaul of the current Justice system is a
very urgent need to be implemented. The world of justice
in Indonesia is currently still a concern, so efforts are
needed that aim to bring about changes and reform of the
Justice system that is developing at this time. In this effort,
it is expected that there will be broad and sustainable
community participation. The reason is, the position of
the people who are the recipients of services from the
intended judicial institution. In addition, efforts to
improve this institution also demand awareness from the
parﬁes involved in the justice system, especially law
enforcers who are at the forefront of the judicial world
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KATA PENGANTAR

Penclitian terhadap administrasi peradilan mulai
dari tingkatan Pengadilan Negeri, lalu ke Pengadilan
TInggi dan sampai Mahkamah Agung, senantiasa berujung
pada keluhan kesemrawarutan administrasi peradilan,
yang ditandai dengan ketidak-pastian waktu sidang dan
layanan adminstrasi yang tidak bermutu dan biaya terkait
perkara. Ketidakberesan administrasi peradilan ini lebi
banyak dijumpai pada peradilan umum dan peradilan tata
usaha negaara, ftetapi relative tidak ditemui pada
pengadilan  agama. Ketidak-pastian ~ waktu  sidang
discbabkan oleh karena utamanya para pihak sccara
sengaja 0dak menepati waktu persidangan. Sikap tidak
menghargai waktu persidangan umumnya dilatarbelakang
olch motifl mempermainkan lawan berperkara dengan
metode  “buying-time”.  Kadang salah  satu  pihak
berperkara tidak siap dalam satu agenda persidangan
karena banyak factor, yaitu satu diantaranya adalah tidak
merencanakan pekerjaannya secara baik sebagi refleksi
sikap tidak professional, misalnya tidak tepat waktu
menyampaikan “Jawaban Tergugat” atau “Replik” atau

“Duplik”.

Persoalan  mal-admmistrast  lamnya  adalah

ketidakjelasan biaya perkara, yaitu biaya pendaltaran surat
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kuasa, pendaltaran perkara dengan kelebihan pembayaran
alau kurang bayar, dan adanya biaya untuk mengambil
putusan. Hampir sangat jarang dijumpai pihak berperkara
menerima kembali kelebihan vang perkara, tetapi pihiak
pengadilan lebih sering menyampaikan kekurangan biaya
perkara. Bila biaya perkara diberikan tanda terima, tidak
demikian dengan biaya pendaltaran sural kuasa dan
besarannya juga tidak jelas. Demikian juga apakah biaya
pendaltaran surat kuasa merupakan biaya resmi atau
pungutan liar, Bila saja tidak ada Gtk temu lentang biaya
pendaltaran surat kuasa, maka pihak berperkara sering

mendapatkan pelayanan idak ramah. Fulus memuluskan
pelayanan pengadilan.

I\Lu(lal\qdbalan waktu  penyampaikan  salinan
putusan kepada para pihak berperkara juga merupakan
persoalan  mal-administrasi peradilan.  Ketidakjelasan
pengambilan salinan putusan juga membuka peluang
pungutan liar. Pemberian uang kepada panitera pengganti
akan membantu pereepatan waktu pengambilan salinan
putusan. Jika ada kepentingan untuk mengajukan banding
alau Kasasi, maka pihak berperkara akan terjebak pada
upaya memberikan uang kepada panitera penggant agar
cepat memperoleh salinan putusan.

Perkara tindak pidana ringan untuk pelanggaran
lalu lintas juga sarat dengan praktik mal-administrasi. Pola
kerjasama antara calon “tlang” dengan petugas pengadilan
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adalah  [enomena yang mudah dyumpar di halaman
pengadilan negert atdupun di sckitar jalan menuju
pengadilan  negert: Pihak  pengadilan negeri seperti
menutup mata (crhadap persoalan mi. Prakuk — calo
“tilang” telah berlangsung lama, dengan calo menjadi
scolah-olah merupakan bagi dar pengadilan itu sendir,
Penclitian ini memberikan cerita unik di sckitar prakak
calo “tlang” utamanya untuk pelangaran lalu lintas oleh
pengendara motor roda dua.  Peneliian calo “tilang”
adalah obyck penclitian .

Terkait  dengan  fakta-fakta  mal-administrast
peradilan  tersebut, sebenarnya ketika penclitian i
dirancang, saya membayangkan bahan-bahan penclitian
akan mudah didapat. Alasan adalah  bahwa peta
permasalahan  sudah  cukup jelas. Potret  buram
adminisitrasi pengadilan demikian nyata bagi masyarakat
awam, apalagi bagi mereka yang serring berurusan dengan
pengadilan. Namun, tetap perlu melengkapi penelitian mi
dengan data. Pertimbangannya adalah data akan berbicara

mengenai realitas, sekalipun data juga sering dibantah.

Perjalanan penelitian ini tdak mudah sebagaimana
telali diterka scbelumnya. Kegiatan pencelitan kadang
dilakukan seperti layaknya dalam cerita-cerita detekul.
Para peneliti di lapangan kadang harus menyamar baik
dalam arti cara berpakaian atau pun menyembunyikan
identitas sesungguhnya. Kalau hal itu tidak dilakukan,
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maka data ataw gambaran sesunggulnya dunia peraila,
tidak dapat diungkap. Hal ini dapat dibenarkan dari sugly
thniah, karena riset juga mengenal tcknik invesligasi,
Hanya saja, sangat penting menckankan kepada peneli;
lapangan  tentang  pentingnya  kejujuran dalam
menyampaikan data lapangan. Penelitian dokumen Juga
dilakukan, karena sifat “dokumentasi” memiliki daya kait
Kuat terhadap persoalan hukum.

Hambatan sering juga dihadapt para penclit
lapangan, ketika identitas mereka diketalui oleh petugas
pengadilan. Ini adalal risiko bagi suatu pencliian, yang
hendak membongkar  suatu keadaan yang tdak
menyenangkan bagi pelaku korupsi.

Scbagai  penghormatan  etika pencliian,  juga
kadang harus menyembunyikan identitas informan atau
nara sumber. Hal itu dilakukan dem; pertimbangan cus
dan keamanan bagi yang bersangkutan. Namun demikian,
tetap lah berharap hal itu tidak akan mengurangt substansi
laporan penelian ini. Menyadari melakukan penelitian
alas suatu permasalahan yang demikian kompleks, maka
kegiatan ini bukanlah suatu kegiatan yang mudah. Selain
hambatan data lapangan, ketertutupan pihak-pihak terkait
Juga menjadi kendala.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima
Kasih atas kesediaan beberapa relawan di era Judicial
Watch  Indonesia  untuk  membantu  kami dalam
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melakukan riset lapangan. Kontribusi mercka sangal
dihargai. Kami juga ingin menyampaikan (erima kasih
kepada Judicial Wateh (Pemantau Pengadilan) — dalam
memlasilitasi riset ini,

Jakarta, 17 Oktober 2016

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.
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[smu (klien).
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Koperasi MK), Budi Achmad Djohari,AK (Kectua

Koperasi MK ) dan Ketua Mahkamah Konsttusi
(khen). Melawan Tamrin Sianipar,

Disela padatnya aktivitas publik dan pekerjaan, A.
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menulis artikel di media massa, menghadiri berbagai
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